
BUPATI SLEMAN

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 13 TAHUN zo11

TENTANG

URAIAN TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA

BADAN KELUARGA BE RENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,

DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :

Mengingat

BUPATI SLEMAN,

bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Sleman

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah

Kabupaten Sleman Nomor I Tahun 2009 tentang Organisasi

Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman perlu menetapkan

Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Keda

Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, dan

Pemberdayaan PeremPuan ;

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah lstimewa

Yogyakarta (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 1950

Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2AO4 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004-

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 4437, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 4844};



Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1gs0 tentang penetapan

Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,19,14, dan 13

Dari Hal Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten di Jawa

Timur/Tengah/Barat dan Daerah lstirnewa yogyakarta

{Berita Negara Republk lndonesia Tahun 1950 Nornor Fg};

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor g Tahun A00g

tentang Organisasi Perangkat Daerah Pernerintah Kabupaten

Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten $leman Tahun 2009

Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan peraturan

Daerah Kdbupaten Sleman l*lornor 12 Tahun 2A11 terrtang

Perubahan atas Peraturan Daenah Kabupaten Sleman Nomor g

Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah

Kabupaten $leman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman

Tahun 2011 Nomor 1 $eri D);

MEMUTUSI(AN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS, FUNG$|, DAN

TATA KERJA BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYMN

MASYARAKAT, DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pernerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.

2. Bupati adalah Bupati $leman.

3. Badan Keluarga BerenEana, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemberdayaan

Perempuan adalah Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, dan

Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sleman.

4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keluarga Beren@na, Pemberdayaan

Masyarakat, dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten $leman.

5. $atuan organisasi adalah sekretariat, bidang, subbagian, subbidang, unit pelaksana

teknis, dan kelompok jabatan fungsional pad* Badan Keluarga Bererpana,

Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sleman.

6. Kepala satuan organisasi adalah kepala satuan organisasi pada Badan Ketuarga

Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten

Sleman.

4.



BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN $USUNAN ORGANISA$I

Pasal 2

{1} Badan Keluarga Beren@na, Pemberdayaaft Masyarakat, dan Pemberdayaan

Perempuan merupakan unsur pendukung pemerintah daerah yang dipimpin oleh

kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertarlggung iawab kepada Bupati

melalui Sekretaris Daerah.

{2} Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemberdayaan

Perempuan rnempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pernerintahan

daerah di bidang keluarga berencana, keluarga seiahtera, pemberdayaa*

masyarakat, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.

(3) Badan Keluarga Elerencana, Pernberdayaan Masyarakat, dan Pernberdayaan

Perempuan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {2}

menyelenggarakan fungsi:

a. perurnusan kebiiakan teknis bidang keluarga berencana, keluarga sejahtera,

pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan

anak;

b. pelak$anaan tlqas bidang keluarga berencana, keluarga sejahtera,

pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan

anak;

c. penyelenggaraan pelayanan bidang keluarga berencana, keluarga seiahtera,

pemberddyaan rnasyarakat, pemberdayaan perernpuan, dan perli*dungan

anak;

d. pembinaan keluarga berencana, keluarga sejahtera, pemberdayaan

masyarakat, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;

e. pengoordinasian penyelenggaraan keluarga berencana, keluarga seiahtera,

pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan

anak; dan

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Pasal 3

(1) Susunan organisasi Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, dan

Pemberdayaan Perempuan terdiri dari:

a. KePala Badan;



b. Sekretariat terdiri dari:

1. $ubbagian Umum dan Kepegawaian;

2. Subbagian Keuangan; dan

3. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.

e. Bidang Pembinaan Keluarga Berencana terdiri dari:

1. Subbidang Pelayanan Keluarga Elerencana; dan

2. Subbidang Advokasi, Komunikasi, lnfonrlasi, dan Edukasi.

d. Bidang Keluarga Seiahtera terdiridari:

1. $ubbidang Ketahanan Keluarga; dan

2. $ubbidang Pemberdayaan Keluarga.

e. Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari:

1. Subbidang Penguatan Kebmbagaan Masyarakat;

2. $ubbidang Penguatan Potensi Masyarakat; dan

3. Subbidang Penanganan Kemiskinan.

f. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari:

1. Subbidang Pemberdayaan Perempuan; dan

2. Subbidang Perlindungan Anak.

g. Unit Pelaksana Teknis; dan

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat dipimpin obh sekretaris yang berada di bawah dan berta*ggung jawab

kepada Kepala Badan.

(3) Setiap birtang dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

(4) $etiap subbagian dipimpin oleh kepala yang berada di bawdh dan bertanggung

jawab kepada $ekretaris.

(5) Setiap subbidang dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala Bidang.

(6) Unit pelaksana teknis dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala Badan melaluiSekretaris.

(Z) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugae dikoordinasikan oleh

tenaga fungsicnal yang ditunjuk dan berada di bawah serta hrtanggung jawab

kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

(B) Bagan susunan organisasi Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat,

dan pemberdayaan Percmpuan tercantum dalam Larnpiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini'



BAB III

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Sekretariat

Pasal 4

$ekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umu$I, kepegawaian,

keuangan, perencanaan, evaluasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan

organisa*i.

Pasal 5

Sekretariat dalam melaksanakan fugas mernpunyai fungsi:

a. penywunan rencana kerja $ekretariat;

b. perumusan keb$akan teknis kesekretariatan;

c. penyelenggaraan uftlsan urnum Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Masyarakat, dan Pemberdayaan Perempuan;

d. penyelenggaraan ur*san kepegawaian Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Masyarakat, dan Pemberdayaan Perernpuan;

e. penyelenggaraan urusan keuangan Badan Keluarga Berencana, Pernberdayaan

Masyarakat, dan Pemberdayaan Perempuan;

f. penyelenggaraan urusan perencanaan dan evaluasi Badan Keluarga Berencana,

Pemberdayaan Maeyarakat, dan Pemberdayaan Perempuan;

g. pengoordinasian penyebnggaraan tugas satuan organisasi Badan Keluarga

Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemberdayaan Perempuan; dan

h. evaluasidan penyusunan laporan pelaksanaan rerlcana keria Sekretariat.

Pasat 6

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas rnenyelenggarakan urusan

urnum dan kepegawaian.

Pasal 7

Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas $empunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan K4egawaian;

b. penyiapan bahan perurnusan keb$akan teknb uru$an urnum dan kepegawaian;

e. penyelenggaraan urusan surat-menyurat, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi,

informasi, perlengkapan, dan rumah tangga Badan Keluarga Berencana,

Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemberdayaan Perer*puan;



d. penyusunan bahan rencana kebutuhan pegawai, pengembangan pegawai,

kepangkatan, hak dan keuraiiban pegawai, pembinaan pegawai serta tata usaha

kepegawaian Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, dan

Pemberdayaan Perempuan; dan

e. evaluasidan penyusunan laporan pelaksanaan rericana kerja Sr*bbagian Umum dan

Kepegawaian.

Pasal 8

$ubbagian Keuangan rrlempunyai tugas menyelenggarakan urusan keuangan.

Pasal 9

$ubbagian Keuangan dalam melaksanakan tugas rnernpunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan keuangan;

c. pelaksanaan anggaran, perbendahaFaan, pembukuan, dan pe*yusunan laporan

keuangan Badan Keluarga Elerencana, Pemberdayaan Masyarakat, dan

Pemberdayaan Perempuan; dan

d. evaluasidan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Keuangan.

Pasal 10

Subbagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan

perencanaan dan evaluasi.

Pasal 11

Subbagian Perencanaan danivaluasidalam rnelaksanakan tugas rnempunyaifungsi:

a. penyusunan rencana kerja Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan td<nis urusan perencanaan dan evaluasi;

c. pengoordinasian penyusunan rencana keria Badan Keluarga Berencana,

Femberdayaan Masyarakat, dan Pemberdayaan Perempuan;

d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Badan Keluarga Beren€na,

Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemberdayaan Perempuan; dan

e. evaluasi dan penyusurian laporan pelaksanaan rencana keria Subbagian

Perencanaan dan Evaluasi.



Bagian Kedua

Bklang Pembinaan Keluarga Berencana

Pasal 12

Bidang Pembinaan Keluarga Berencana msnpunyai tugas menyelenggarakan dan

membina pelayanan keluarga berencana dan advokasi, komunikasi, informasi, dan

edukasi keluarga berencana.

Pasal 13

Bidang Pembinaan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas rnempunyaifungsi:

a. penyu$unan rencana keria Bitlang Pembinaan Keluarga Berencana;

b. penmlusan kebijakan teknis pelayanan keluarga berencana dan advokasi,

komunikasi, informasi, dan edukasi keluarga berencana;

c. penyelenggaraan dan pembinaan pelayanan keluarga berencana;

d. penyelenggaraan dan pembinaan advokasi, komunikasi, infurmasi, dan edukasi

keluarga berencana; dan

e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Pembinaan

Keluarga Berencana. 
+

Pasal 14

Subbidang Pelayanan Keluarga Berencana mefnpunyai tugas menyelenggarakan dan

membina pelayanan keluarga berencana.

Fasal 15

Subbidang Pelayanan Kelua;ga Berencana dalam melaksanakan tugas mempunyai

fungsi:

a. penyusunan rencana keria Subbidang Pelayanan Keluarga Berencana;

b. penyiapan bahan perumusan kebiiakan teknis pelayanan keluarga berencana;

c. penyelenggaraan dan pembinaan pelayanan keluarga berencana;

d- penyelenggaraan pengelolaan sarana dan prasarana pelayanan keluarga

berencana;

e. penyebnggaraan dan pembinaan kesehatan reprduksi dan perlindungan hak-hak

reproduksi;

f . pnyelenggaraan peningkatan kelangsungan hidup ibu, hayi, dan anak; dan

g. evaluasi dan penyu$unan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Pelayanan

Keluarga Berencana.



Pasal 16

Subbidang Advokasi, Ksnunikasi, lnformasi, dan Edukasi Flempunyai tugas
menyelenggarakan dan membina advokasi, komunkasi, informaei, dan edukasi
keluarga berencana.

Pasal t7

$ubbidang Advokasi, Komunkasi, lnfonnasi, dan Edukasi dalam melaksanakan tugas
mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana keda $ubbidang Advokaei, Komunikasi, lnformasi, dan

Edukasi;

b. penyiapan bahan perumusan kebiiakan teknb advokasi, kornunikasi, informasi, dan

edukasi keluarga berencana;

c. penyelenggaraan dan pembinaan advckasi, komunikasi, informasi, dan edukasi

keluarga berencana;

d. penyelenggaraan pelayanan dan pengolahan data dan informasi keluarga

berencana;

e. penyelenggaraan penyuluhan keluarga berencana; dan

f. evaluasi dan penyu$unan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbidarg Advokasi,

Komunikasi,lnformasi, dan Edukasi. 'i

Bagian Ketrga

Bidang Keluarga Seiahtera

Pasal 18

Bidang Keluarga $ejahtera mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina

ketahanan keluarga dan pernFrdayaan keluarga.

' ,asal 1g

Bidang Keluarga $ejahtera dalam melaksanakan tugas rnempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana keda Bidang Keluarga Sdahtera;

b. perurnusan kebijakan teknis ketahanan keluarga dan pemberdayaan keluarga;

c. penyelerqgaraan dan pernbinaan ketahqnan keluarga;

d. penyelenggaraan dan pembinaan penrberdayaan keluarga; dan

e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana keria Bidang Keluarga

Sejahtera.

Pasal 20

$ubbidang Ketahanan Keluarga mernpunyai tugas menyelenggarakan dan membina

ketahanan keluarga.



Pasal 21

$ubbidang Ketahanan Keluarga dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana keria subbldang Ketahanan Keluarga;

b. penyiapan bahan perunusan kebiiakan teknis ketahanan keluarga;

c. penyelengaraan dan pembinaan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas
dan jeiaring dalam ketahanan keluarga; dan

d. evaluasidan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Ketahanan

Keluarga.

Pasal ?2

Subbidang Pemberdayaan Keluarga mempunyai tugas menyelengrgarakan dan

membina pemberdayaan keluarga.

Pasal 23

Subbidang Pernberdayaan Keluarga dalam melaksanakan tugas mempunyaifungsi:

a. penyusuflan rencana keria Subbidang Pembrdayaan Keluarga;

b. penyiapan bahan Frumusan kebiiakan teknis pemberdayaan keluarga;

e. penyelenggaraan dan pembinaan pemberdayaan ekonomi keluarga; dan

d. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana " kerja Subbidang

Pemberdayaan Keluarga.

Bagian Keempat

Bidang Pemberdayaan Maeyarakat

Pasal24

Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan, membina,

dan mengoordinasikan penguatan kelembagaan masyarakat, penguatan potensi

rnasyarakat, dan penanganan kemiskinan.

Pasal 25

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Elidang Pernberdayaan Masyarakat;

b. perurnu$an kebiiakan teknis penguatan kebmbagaan masyarakat, penguatan

potensi masyarakat, dan penanganan kemiskinan;

c. penyelenggaraan, pembinaan, dan pengoordinasian penguatan kelembagaan

masyarakat;

d. penyelenggaraan, pembinaan, dan pengoordinasian pehguatan potensimasyarakat;

e. penyelenggaraan, pembinaan, dan pengoordinasian penanganan kemiskinan; dan

f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana keria Bidang

Pemberda y aan Masyarakat.



Pasal 26

$ubbidang Penguatan Kelembagaan Masyarakat rnempunyai tugas rnenyelenggarakan,

membina, dan mengoordinasikan penguatan kelembagaan masyarakat.

Pasal 27

Subbidang Penguatan Kelembagaan Masyarakat dalam melaksanakan tugas

mempunyaifungsi:

a. penyusunan rencana kerja Subbidang Penguatan Kelembagaan Masyarakat;

b. penyiapan bahan perumusn keb$akan teknis pnguatan kelernbagaan masyarakat;

c. penyelenggaraan, pembinaan, dan pengoordinasian penguatan kelembagaan

masyarakat;

d. penyelenggaraan, pembinaan, dan pengoordinasian pngembangan partisipasi

masyarakat;

e. evaluasidan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja $ubbidang Penguatan

Kelernbagaan Masyarakat. $

Pasal 28

Subbidang Penguatan Potensi Masyarakat nempunyai tugas menyelenggarakan,

membina, dan mengoordinasikan penguatan potensi masyarakat.

Pasal 29

Subbidang Penguatan Potensi Masyarakat dalam melaksanakan tugas mempunyai

fungsi:

a. penyusunan fen6ana kerja Subbidang Penguatan Potensi Masyarakat;

b. penyiapan bahan perurnutan kebiiakan teknis penguatan potensimasyarakat;

c. pnyelenggaraan, pembinaan, dan pengmrdinasian penguatan potensi masyarakat

d. penyelenggaraan, pmbinaan, dan pengoordinasian pemberdayaan usaha ekonomi

masyarakat;

e. penyelenggaraan dan pembinaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan

sumber daya alam dan teknologitepat guna; dan

f. evaluasidan penyusunan laporan pelaksanaan rencana ke$a Subtliclang Penguatan

Potensi Masyarakat.

Pasal 30

Subbidang Penanganan Kemiskinan me'rnpunyai tugas menyelenggarakan, membina,

dan mengoordinagkan penanganan kemiskinan.



Pasal 31

$ubbklang Penanganan Kemiskinan dafam melaksanakan tugas mernpunyaifungsi:

a. penyusunan rencana kerja subbidang penanganan Kemiskinau

b. pnyiapan bahan perumusan kebiiakan teknis penanganan kemiskinan;

c- penyelenggaraan, pembi*aan, dan pergoordinasian Fnanganan kemiskinan;

d. penyebnggaraan pengelolaan data dan informasi penarqanan kemiskinan;

e. penyelenggaraan penyusunan dan penetapan data kemiskinan; dan

t- evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana keria Subb&Cang

Penanganan Kemiskinan.

Bagian Kelima

Bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak

Pasal 32

Bidang Pernberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas

menyelenggarakan dan membina pemberdayaan perernpuan dan perlindungan anak.

Pasal 33

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas

rnempunyaifungsi:

a. penyusunan rencana keria Bklang Pernbrdayaan Perernpuan dan Perlindungan

Anak;

b. perumusan kebijakan teknis pernberdayaart perempuan dan perlindungan anak;

c. penyelenggaraan dan peqbinaan pemberdayaan perernpuan;

d. penyelenggaraan dan pembinaan perlindungan anah dan

e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 34

Subbidang Pernberdayaan Perempuan rnempunyai tugas menyelenggarakan dan

membina pernberdayaan perernpuan"

Pasal 35

Subbidang Pemberdayaan Perempuan dalam melaksanakan tugae rnempunyaifungsi:

a. penyusunan rencana ke{a $ubbidang Pemhrdayaan Perempuan;

b. penyiapan bahan perurnusan kebiiakan teknis pemberdayaan perempuan;



c. penyelenggaraan dan pembinaan pemberdayaan perernpuan;

d. penyelenggaraan dan pernbinaan pengarusutamaan gender;

e. penyelenggaraan pelayanan perlindungan perempuan; dan

f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana keria Subbidang

Pemberdayaan Perernpuan.

Pasal 30

Subbidang Perlindungan Anak mempunyai tt4gas menyelenggarakan dan membina

perlindungan anak.

Pasal 37

$ubbidang Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Subbidang Perlindungan Anak;

b. penyiapan bahan perumusarl kebijakan teknis perlindungan anak;

c. penyelenggaraan, pembinaan, dan pelayanan perlindungan anak;

d- penyelenggaraan peningkatan keseiahteraan anak;

e. penyelenggaraan dan pembinaan kelembagaan perlindungan anak; dan

t. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana keria Subbidang

Perlindungan Anak.

Bagian Keenarn

Unit Pelaksana Teknb

Pasal 38

Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis

operasional danfatau kegiatan teknis pnuniang tsadan Keluarga Berencana,

Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemberdayaan Perempuan'

Bagian Ketuiuh

KelomPok Jabatan Fungsienal

Pasal 39

(1) Kelompok Jabatran Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas

Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemberdayaan

Perempuan sesuai dengan keahlian.

(2'l Jenb dan jumlah iabakn fungsional sesuaidengan kebutuhan.



BAB IV

TATA KERJA

Pasal 40

(1) Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, d*n pemberdayaan

Perernpuan ddlam rnelaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi,

integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dengan instansi yang secara fungsional

mempunyai hubungan kerja.

{2t Setiap kepata satuan organisasi dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan

prinsip koordinasi, integrasi, sinkranisasi, dan simplifikasi baik di lingkungan

masing+nasing rnaupun antar satuan organisasi.

Pasal 41

(1) Kepala Badan dalam rnelaksanakan tugas, berdasar{<an kebgakan yang ditetapkan

Bupati.

(2, Kepala Badan rnenyarnpaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati secara

berkala melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 42

(t) $etiap kepala satuan organisasi dalam melakeanakan tugas berdasarkan kebijakan

yang ditetapkan Kepala Badan.

(2) $etiap kepala satuan organisasi seeara berjenjang menyampaikan laporan

pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan secara berkala melalui Sekretaris.

Pasal 43

{1} Sekretaris meng,mrdinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi.

(2) Sekretaris dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi

berdasarkan arahan Kepala Badan, darl waiib menyampaikan laporan secara

berkala.

Pasal 44

(1) $etiap kepala satuan organisasi bertugas memimpin, mengoordinasikan, dan

memberikan bimbingan serta petunjuk bagi plaksanaan tugas bawahannya.

(2) $etiap kepala satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya

dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.



Pasal 45

{1} $etiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tt4gas dibantu oleh kepala

satuan organisasi di bawahnya.

(2) $etiap bawahan dapat rnemberikan saran dan pertimbangan kepada atasannya

mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi masing-rnasing.

Pasal 46

(1) $etiap kepala satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk serta

bertanggung iawab kepada atasan masingimasing dan menyampaikan laporan

berkala tepat pada waktunya.

(2) $etiap laporan daribawahan yang diterima oleh kepala satuan organisasi diolah dan

dpergunakan sebagai bahan lapran kepada atisan serta untuk memberikan

petunjuk kepada bawahan.

(3) Setiap laporan yang disampaikan kepda atasan, untuk tembusan laporan

diaampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mernpunyai

hubungan kerjd.

BAB V

KEPEGAT^'AIAN

Pasal 47

Susunan kepegawaian, i"nilng kepangkatan, dan jabatan di lingkungan Badan

Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemberdayaan Perempuan

diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati $leman Nomor 35

Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Keluarga Ebrencana,

Pemberdayaan Perempuan, dan Ferlindungan Anak (Berita Daerah Kabupaten Sleman

Tahun ?009 Nomor 17 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak brlaku.



Pasal 49

Peraturan Bupati inirnulai berlaku pada tangrgal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman

padatanggal 22 }esember 2011

BUPATI SLEMAN,

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sbman

padatanggal 22 nesember 2011

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SLEMAN,

BERITA DAERAH TGBUPATEN $LEMAN TAHUN 2011 NOMOR 20 SERI }
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